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ABSTRAK

Presidential Threshold pada Pasal 222 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 terus menjadi polemik hingga sekarang.
Menjadi perdebatan publik dan dipandang berseberangan dengan nalar
akademik karena dipandang tidak searah dengan logika demokrasi.
Aturan ini dinilai merugikan masyarakat dan partai politik terus di uji
konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Penolakan judicial
review telah terjadi 31 kali yang menandakan potensial merugikan hak
warga.

Rumusan masalah pada peniltian ini adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi
yang Ditolak terhadap Judicial Review pada Pasal 222 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Bagaimana
Tinjauan Figh Sivasah Terhadap Penolakan Judicial Review oleh
Mahkamah Konstitusi jpada. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

Jenis penclitian yang digunakan® dalam penulisan skripsi
alah penelitian yuridis normatif, dengan 'metode  pend

tual (conceptual a ch) d etode pendekatan p
ngan (Statute appr u yang digunakan ya

n yangpdijadikan data_penelitian:
research) yang

data dengan di kepustaka
kemudian dianalisis me analogi in an deskriptif.

Beradasakan hasil penelitian, diperoleh 2 kesimpulan yakni:
1) Pertimbangan hukum oleh Hakim MK yang ditolak terhadap
Jjudicial review pada Pasal 222 UU tentang pemilu dari empat (4)
putusan yaitu putusan perkara nomor 53/PUU-XV/2017, 49/PUU-
XVI1/2018, 54/PUU-XVI/2018 dan putusan MK nomor 73/PUU-
XX/2022. Dalam pertimbangannya MK menyatakan konstitusional

nik perolehan

dan tetap berlaku pada putusan yang berkaitan dengan presidential
threshold. Bahwa pasal yang diuji dianggap bertentangan dengan
konstitusi khususnya pasal 6A UUD 1945 dengan argumentasi para
pemohon tidak bisa merubah pendirian MK terhadap putusannya. 2)
Islam secara tegas menyatakan bahwa penguasa mendapatkan mandat
untuk mengatur jalannya pemerintahan karena dipilih oleh dan untuk

v



rakyat. Pandangan figh Siyasah tidak mengatur ketentuan ambang
batas suara pemilihan seorang imam. Syarat mutlak untuk menjadi
imam dalam islam adalah memahami Al-Qur’an dan Hadis, selebih itu
tidak ada batasan untuk menjadi seorang pemimpin. Mahkamah
Konstitusi dalam penolakan judicial review melalui putusannya
menetapkan presidential threshold tidak bertentangan dengan UUD
1945 karena kompromi politik merupakan hal yang tidak bisa
dihindari sebagai dinamika yang terjadi dalam proses menjalankan
demokrasi. Namun demikian, para pembentuk undang-undang
maupun fatwa keagamaan harus konsisten berpijak pada upaya
menciptakan kemaslahatan umum, alih-alih terjebak pada kepentingan
pragmatis sesaat.

Kata kunci : Presidential Threshold, Judicial Review, Mahkamah
Konstitusi, figh Siyasah,
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar
yang masih mentah kemudian mengelompokan atau
memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang
relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun
untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha
untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data
sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan
memiliki arti.!

Figh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan _pengaturan dan pengurusan kehidupan
manusia dalam ‘bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi
manusia itu sendiri.’

Judicial Review adalah pengujian kepada produk hukum yan

dilakukan oleh lembaga yudikatif atau peradilan./Le i
memiliki kewem rikan' oleh konsti
menguji prod ng* “dibentuk oleh

islatif’® .
Pemilihan Umumi'merupakan safanasimplementasi kedaulatan
saan rakyat di

rakyatﬁmﬂu...le o™
implementasikan “melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan

dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen

maupun pemerintahan. *

Y Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia (Bandung: Yrama
Widya, 2005), 10.

2 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 1st
ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

% Maria Farida Indrati, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Mengenal
Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia,” 2014, 3.

* Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, 1st ed. (Jakarta:
kencana, 2018), 1.



5. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang
ada setelah adanya amandemen UUD 1945.° Mahkamah
Konstitusi disebutkan dalam Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1)
menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani
perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka
menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung
jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Berdasakan uraian-uraian pokok judul di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah
menganalisis berdasarkan hukum Islam tentang beberapa putusan

Mahkamah Konstitusi tentang pengujian materil atau judicial

review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada

pasal 222 tentang pemilihan umum yang di tolak karena dianggap
bukan ranah’ Mahkamah- Konstitusi-untuk menguji presentase
presidential thershold yang merupakan kebijakan hukum terbuka.

r Belakang Masa

la
Berdirinya Mhﬁlfﬁ:i (MK) menan
dalam sistem ke 1 di Indonesia. Bi

entu yang tadinya tidak tersentuh-oleh h
masalah judicial review'tethadap undafig-lindang sekarang dapat
dilakukan ol ku kekuasaan

D Mw
kehakiman diharapkan “menjadi" titik” masuk yang mendorong

terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di

Indonesia.

Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penafsir
konstitusi yang mana tugasnya sebagai pengawal konstitusi.
Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945
(UUD 1945) merupakan tugas yang mendominasi kewenangan
MK sebagaimana terlihat dari permohonan yang masuk dan

® Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2010)
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terdaftar di kepaniteraan MK.° Tentu saja saja bukan berarti MK
menjadi penafsir tunggal dan tidak ada yang boleh menafsirkan
lagi, tetapi dalam konteks bahwa ketika terjadi selisih penafsiran
atas konstitusionalitas sebuah undang-undang, maka MK yang
memiliki kekuatan pemutus yang bersifat mengikat. Segala
pertimbangan dan putusan MK keluarkan sangat berpengaruh
besar dalam kehidupan bernegara.

Berkaitan dengan undang-undang yang merupakan
produk politik, Prof Mahfud MD berpendapat bahwa pengujian
konstitusionalitas atas produk politik merupakan mekanisme
pengujian agar baik isi maupun prosedur pembuataanya benar
secara hukum dan bukan hanya sebagai alat justifikasi kehendak
pemegang kekuasaan politik. Apalagi karena undang-undang
merupakan formalisasi dari kehendak-kehendak politik yang
saling bersaing karena hegemoni maupun karena kompromi.’
Institusinoalisasi lembaga MK juga dijadikan sebagai simbol
keseriusan pemerintah untuk melindungi hak komnstitusional
warga negara. Karena terdapat kaitan antara keberlakuan undang-

ndang, keberlakuan, peraturan perundang-undangan i
undang-undang den, tﬁyarakat baiks'secara
, Ke

adaan peradilan

aupun. potensial.
itutionalajudication) juga sebagai pila

mengawal supremasi'kenstitusi.’
Maik it lwun personal dapat
dipandang sebagai satu kesatuan? Jika mengacu kepada MK

sendiri, secara sederhana dapat dipandang bahwa sembilan orang
hakim konstitusi yang ada di dalam MK merupakan jantung dan

nyawa lembaga tersebut. Meskipun ada anggapan sebagai
lembaga yang kredibel dengan transparansi yang cukup tinggi,
tetap saja MK juga memiliki kekurangan-kekurangan dan

® Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 14.

" Moh. Mahfud MD, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontrovesi Isu (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2010), 257.

8 Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi Dan
Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint), 1st ed. (Depok: Rajawali
Pers, 2021), 39.



persoalan lahir sebagai bagian yang melekat dalam kekhasan
penjaga konstitusi dalam putusan-putusannya. Hakim menjadi
tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Hakim juga
memiliki kewajiban ganda, di satu pihak merupakan pejabat yang
ditugasi menerapkan hukum (izhdr al-hukm) terhadap perkara
yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis,
di lain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk
dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum
yang hidup di dalam masyarakat.’

Salah satu contoh kritik terhadap putusan MK mengenai
aturan pemilu yaitu pro kontra dari pengaturan terkait pencalonan
ambang batas presiden dan wakil presiden. Persoalan pengujian
uji materil terhadap pasal 222 di dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 terus menerus menjadi penolakan oleh MK. Sejak
berlakunya undang-undang (UU) terkait persyaratan ambang
batas, sudah kurang lebih 31 kali permohonan di ujikan,terkait
presidential threshold (PT).

Problematika pada pengujian PT yang sulit ditemb
Judicial reviewa Wai legal standin
dudukanshukum:.:le I" ermohonan dalam pasal
kan tidak dapat diterima dan sisahnya+ditolak
ditarik ke i. Permehanan yang tidaksdapat rima adalah
permohonan [ standing i yakni tidak
memenuhi syarat-sya rmil étau”aka;n cacat formil.
Sedangkan permohonan yang ditolak menurut pasal 56 Ayat (5)
UU No 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi
menyatakan berbunyi “Dalam hal Undang-Undang dimaksud

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya
sebagaian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan
permohanan di tolak” ketika permohonan ditolak, hal itu berarti
mahkamah memandang bahwa pemohon tidak dapat menunjukan

® Siti Zulaikha, “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam,” A/-
"Adalah 11, no. 1 (2017): 91.



dan membuktikan inkonstitusionalitas norma undang-undang
yang di uji.

Penelitian yang peneliti kaji di sini adalah kajian pustaka
yang berupa kajian putusan MK yang hasil putusannya ditolak
dengan perkara yang mengkaji tentang pemilihan umum yaitu
UU No. 7 Tahun 2017 pada pasal 222 tentang ambang batas
pencalonan presiden dan wakil presiden dimana putusannya
didasari oleh penolakan judicial review oleh MK yaitu pada
putusan pertama Nomor 53/PUU-XV/2017. Permohonan ini
dimohonkan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), ada dua
hal menjadi dasar tuntutan pemohon yaitu yang pertama
mengenai terkait kewajiban verifikasi terhadap partai politik baru
yang berbadan hukum, bahwa ketentuan pasal 173 Ayat (1) frasa
telah ditetapkan Pasal 173 Ayat (3) UU a quo bersifat
diskriminatif kemudian Posita (Dasar Tuntutan). Kedua terkait
dengan PT bahwa Pasal. 222 UU No. 7.Tahun 2017 tentang
pemilihan umum. Permohon beragumentasi bahwa PT adalah
diskriminasi bagi partai politik baru karena tidak dapat

engusung calon presiden dan calon wakil presiden,
Putusan Ke rl!;rm -XV1/2018: bahwas
akim MK dal kedua, menolak

nan para pemohon dalam uji-Pasal 2

Pemilu terhadap®UUD;1945. Bahwa dalam permohonan ke MK
diajukan ﬁerung, AlﬁFeri Amsari dkk.
Dalam putusannya hakim yang terdiri dari 9 orang berpendapat

bahwa pada pasal tersebut memiliki hukum yang mengikat dan

merupakan open legal policy pembuat undang-undang. Putusan
Ketiga Nomor 54/ PUU-XVI/2018. Pemohon pada putusan ketiga
ini adalah Effendi Gazali, Reza Indragiri, dkk. Alasan
permohonan yakni bahwa para pemohon tidak ingin sebagai
warga negara/pemilih, diri para pemohon akan mengalami
kerugian konsititusional jika pasal 222 Undang-Undang pemilu
diberlakukan pada pemilu dan alasan yang lainya bahwasanya PT
Tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang tidak dapat
terpisah dari UUD 1945,



Putusan  Keempat Nomor 73/ PUU-XV/2022.
Berdasarkan permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/
PUU-XV/2022 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) ada beberapa hal yang membuat pemohon mengajukan
permohonan pengujian uji materil pada pasal 222 yakni angka PT
terlalu tinggi membuat sulitnya muncul calon presiden dan wakil
presiden alternatif yang memicu terjadinya polarisasi. PKS yang
merupakan partai yang terlibat dalam menyetujui aturan ambang
batas pencalonan presiden ikut serta mengajukan permohonan uji
materil yang telah partainya setujui. Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) juga dalam hal permohonan ini memohon untuk
menurunkan angka PT menjadi 7% sampai dengan 9% yang
berbeda pada permohonan yang lainya yakni meminta penurunan
angka PT menjadi 0% bahkan tak kadangkala mengajukan aturan
tersebut di hapuskan.

Presidential |Threshold kemudian . menjadi suatu
permasalahan dikarenakan dinamika politik merupakan hal yang
dinamis>Jumlah suara yang diperoleh suatu partai jpolitik pada
emilthan umum yang lalu kecil kemungkinan akan mendapatk

h suara yang sma ithan umum kede
rlebih™ pula, urgen ilin syarat inl kemu

ksi hak'setiap orang untuk mendapatkandkesempa

sama dala merintahan. Prosedur mekanisme 1lthan umum
di jelasakan ng-Undang N 017. Salah satu
pasalnya mengatur njut ‘men mekanisme pemilihan

presiden yang terdapat dalam pasal 222 berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan
Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh
lima persen) suara sah secara Nasional pada Pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya”.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril lhza Mahendra
mengemukakan pendapat, bahwa PT keliru dan bertentangan
dengan Pasal 6 A UUD 1945. PT sebesar 20 % dalam undang-
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undang pilpres hanya akan membatasi hak politik warga negara
untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan
mempersempit ruang bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin
yang berkualitas serta bertentangan dengan sistem presidensial
dan cenderung bersifat sistem parlementer. '

Implementasi dalam aturan ini justru membuat indonesia
nampak seperti negara hukum absolute rechstaat yakni hanya
menguntungkan segelintir penguasa atau kelompok-kelompok
kepentingan saja dan mengorbankan nilai-nilai keadilan. Dari
semua pendapat tersebut perlu dipertanyakan, bagaimana kualitas
pemilihan umum yang menganut konsep demokrasi jika dalam
sistemnya saja sudah dibatasi yang mana melanggar demokrasi
itu sendiri. Pemilihan umum (pemilu) dianggap sebagai lambang
sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi, artinya
pelaksanaan hasil _pemilu merupakan refleksi dari suasana
keterbukaan dan aplikasi. dari nilai dasar demokrasi, disamping
it perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang
dianggap cerminan negara. Alasaanya pemilu, dianggap akan

elahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang t
erkaitan erat dengan le 'titﬁgemerintahan.11 a
onstitusi.yang me sangat besar.dalam me
a untuk turut menciptakan PRemilu

substantif. Pemilu bisaydikatakan.corongnya demokrasi. Dan saat
ini, deng K pasca ﬁsan Pemilu tidak
hanya berada di tangan Parlement sebagai pembentuk undang-

undang tentang Pemilu, dan juga tidak hanya di tangan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana jalannya Pemilu.

Bahkan sekarang MK memiliki peranan yang sangat sentral dan
sangat penting dalam urusan Pemilu, karena MK merupakan

% Anwar Hidayat, Irma garwan, “Presidential Threshold dan Parlementary
Threshold dalam Sistem Pemilu Serentak di indonesia” justisi Hukum Vol 4,
No. 1 (2018): 74-88.

" Dhurorudin Mashad, “Korupsi Politik, Pemilu Dan Legitimasi Pasca Orde
Baru,” Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2015.



pintu gerbang terakhir untuk menentukan kualitas Pemilu
tersebut.'?

Hukum Islam menjelaskan bagaimana syarat-syarat
kepala negara dan sistem pemilihannya bisa dikaji ke ranah Figh
Siyasah Dusturiyah yakni pengangkatan imam (khalifah). Ruang
lingkup Siyasah Dusturiyah sendiri membahas undang-undang
dasar suatu negara dengan isinya membahas mengenai bentuk
pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan serta kewajiban
sebuah warga negara.”

Etika Islam mempunyai kedudukan dan peranan yang
sangat penting untuk menumbuhkan dan memperkokoh etika
pancasila yang merupakan dasar pembangunan. Pada saat
menghadapi pembangunan yang digambarkan sebagai awal
perwujudan yakni masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera
yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya
yang sesuai dengan firman.Allah SWT dalam Surah an-Nisa’ ayat
59 yang berbunyi :

z

- 8 - o q £ g~ 2 )E/

2N St a1 Tgmaboly T Tyabol Indalziapall 12

gl wﬂm D

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang
kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah

2 Ahmad Sadzali, “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan
Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum
Progresif,” As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 2, no. 2 (2022): 193—
218.

3 Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, //mu Hukum Dalam Simpul Siyasah
Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di
Indonesia, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53,2019, 12.
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(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kajian Figh Siyasah Dusturiyah membahas mengenai
imamah (pemilihan kepala negara). Keabsahan pengangkatan
imam (khalifah) yang dianggap sah yaitu dengan pemilihan oleh
ahl al-halli wa al-‘agad (parlemen) dan penunjukan oleh imam
(khalifah) sebelumnya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa
pemilihan imam (khilafah) tidak sah kecuali dengan dihadiri
seluruh anggota-anggota ahl al-halli wa al-‘agad (parlemen) dari
setiap daerah agar imam (khalifah) yang mereka angkat diterima
seluruh lapisan." Siyasah Dusturiyah menjelaskan bahwa ada
suatu lembaga peradilan (Wilayah al-Mazhalim) yang tugasnya
menyelesaikan ~ penyelewengan _pejabat .. negara  dalam
melaksanakan. tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik
yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta
perbuatan pejabat negara yang melanggar hak asasi manusi
HAM) rakyat. Berdasarkan pemaparan diatas, mak
ertarikmengetahui lgjﬁ:k difadikandsebua

t dapa

alam penelitian. Untuk itu komprehensif pe

elitian-ini, maka judul kajiannya“adal an Figh
Siyasah Terhadap Penolakan«Judicial Review Pasal 222
Undang- L 74T tang Pemilihan
Umum Oleh Mahkamah Konstitusi.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus Penelitian memberikan batasan studi pada
pengambilan data sehingga penelitian ini hanya fokus dalam
memahami permasalahan yang menjadi tujuan Penelitian, melalui
fokus penelitian ini dapat dianalisis sesuai dengan konteks
permasalahannya, sehingga rumusan masalah saling berkaitan,
fokus Penelitian pada judul skripsi ini adalah mengenai
penolakan judicial review pada pasal 222 Undang-Undang

Y Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pem/erintahan Khilafah
Islam (Qisthi Press, 2016),12.
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Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah
Konstitusi.

Adapun sub fokus pada Penelitian ini adalah tinjauan
Figh Siyasah terhadap penolakan judicial review pada pasal 222
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, fokus dan sub-fokus

pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti
merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mahkamah

Konstitusi yang Ditolak terhadap Judicial Review pada Pasal
222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum?

2. Bagaimana. Tinjauan~ Figh Siyasah Terhadap Penolakan
Judicial 'Review oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 222
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum?

an Penelitian h I A

Penelitian bertujuan untuk menguji.dan me
suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelifidn yang akan

penulis teliti iki juan, khusus. juan yang ingin
dicapai dalam penelitt adalah s 1 berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum oleh Mahkamah

Konstitusi yang ditolak terhadap Judicial Review pada Pasal
222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Figh Siyasah dalam melihat
Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi
yang ditolak terhadap Judicial Review pada Pasal 222 No. 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
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F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi peneliti dan pihak yang terkait. Adapun manfaat

penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

a.

Bagi pengembang ilmu pengetahuan, hasil penelitian
diharapkan dapat berguna sebagai media pembelajaran
metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang
kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dapat digunakan untuk memberikan ilmu pengetahuan di
bidang Hukum Tata Negara.

Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian
berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a.

Bagi Peneliti, Manfaat-yang dapat-peneliti peroleh dari
penulisan ini adalah untuk menambah dan memperdalam
wawasan hukum khususnya tentang judicial riview,
pertimbangan, hukum oleh hakim Mahkamah i
serta pengek t!: istem presindential
dalam mod e ran pemilihan umum.

Bagi *“Masyarakat, melalui pentlisan
peneliti«‘dapat, memberikan ‘sedikit pandangan dan

S\Nnikiran pblematika sistem
presindential threshold dalam pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.
Bagi Pemerintah, diharapkan penulisan penelitian ini

bermanfaat bagi istansi terkait adalah sebagai sumbangan
pemikiran bahwasanya pentingnya membuat peraturan
ataupun kebijakan atas keingan masyarakat banyak dan
tidak untuk kepentingan kelompok saja.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu dilakukan supaya dapat

mengetahui hal-hal yang sudah diteliti terdahulu yang berkaitan

dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu membuat
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perbedaan dengan penelitian sebelumnya supaya tidak terjadi
duplikasi penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang
ditemukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Hernanda,” Mahasiswa
program studi ilmu hukum Universitas Islam Riau 2020
dengan judul ‘“Analisis Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017 Terhadap Pengujian
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum”. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. penelitian ini
memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hakim
konstitusi dalam memutus perkara Nomor 53/PUUXV/2017
dan implikasinya dari putusan tersebut. Hasil dari penelitian
tersebut menunjukan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi
dalam memutus perkara tersbut menggunakan beberapa
prinsip demokrasi, konstitusional dan penghormatan terhadap
hak asasi manusia tetapi pada pasal 222 terbukti merupakan
peraturan yang dekriminasi terhadap partai politik. ;Alasan
menetapkan tulisan tersebut menjadikan bahan rujukan
karena terdapat titik persamaan yakni sama-sama mengkaji
utusan dalam pehp gujigah UU No. 7 Tahu
Tentang, Pemilu linan kedalam™ put

hkamahs Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017.

peneli terdahulu oleh Rezi Hernanda okus pada
putusan da »putusan ja. Sedangkan
peneliti fokus p cberdpa n-putusan yang mana

hasil putusan tersbut yaitu ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi. Perbedaan penelitian dengan sebelumnya jelas
terlihat dari beberapa aspek yang di teliti objek kajiannya
diperluas dan pisau analisis yang digunakan berbeda.
Sehingga atas persamaan dan perbedaan tersebut, penelitian
dapat berjalan dan dilakukan dengan menjadikan kesamaan
sebagai rujukan kepenulisan dan perbedaan merupakan
penunjukan atas sisi orisinalitas penelitian.

1> Reza Hernanda, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum” (Universitas Riau, 2020).
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2. Skripsi oleh Ahmad Fadoliy,'® Mahasiswa program studi ilmu
hukum fakultas syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2020 dengan judul “Politik Hukum Penerapan Presidential
Threshold Dalam Penyelenggaran Pemilu Serentak di
Indonesia”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum
normatif empiris atau suatu metode penelitian hukum yang
menggunakan fakta-fakta empiris. Penelitian ini memberikan
penjelasan mengenai politik hukum penerapan pelaksanaan
pemilu serentak yang salah satunya membahas penerapan
Presidential Threshold, dimana di halaman 39 menunjukan
problematika mengenai Presidential Threshold yang telah
mengalami beberapa kali gagal mencapai keputusan. Hasil
penelitian ini adalah bahwasanya Politik hukum presidential
threshold memiliki karakteristik hukum yang otoriter. Adanya
relasi politik hukum terhadap penerapan hukum presidential
threshold. dalam pemilu serentak mengakibatkan dampak
yang buruk bagi sistem pemilu dan demokrasi di‘Indonesia.
Alasan peneliti menetapkan tulisan tersebut menjadikan
bahan'rujukan karena terdapat titik persamaan yakmi

sama mengkaji kl batas pencalonan pr
yang sterdapat o Tahun.«2017. P
litian*ialah objek penelitian, peneliti me

eberapa

putusan terkait presidential threshold sedangakan penelitian

sebel engkaji ya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh” Fawzi Ali Akbar Rasfanjani
mahasiswa program studi ilmu hukum UIN Alauddin
Makassar pada tahun 2021 yang berjudul “Problematika
Sistem Presidential Thereshold Dalam Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden Dalam Prespektif Sistem Presidensial di
Indonesia.”"’ Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Jenis
penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum

6 Ahmad Fadoliy, “Politik Hukum Penerapan Presiden Threshold Dalam
Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia” (UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2020).

Y Fawzi Ali Akbar, “Problematika Sistem Presidential Thereshold Dalam
Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Prespektif Sistem
Presidensial Di Indonesia” (UIN Alauddin Makasar, 2021).
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normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan
Dampak hukum yang adanya aturan Presidential Threshold
adalah orang-orang yang berkepentingan pada pemilu
serentak tahun 2019. Hak partai politik menjadi terciderai
karena aturan tersebut. Persamaan penelitian ini adalah sama-
sama mengkaji problematika aturan ambang Dbatas
pencalonan presiden dan wakil presiden yang merupakan
pembahasan inti dari penelitian ini. Sedangkan perbedaanya
jelas, bahwa penelitian ini tidak membahas secara spesifik
pengujuian undang-undang UU No. 7 Tahun 2017 di
Mahkamah Konstitusi.

4. Skripsi oleh Ridwan,'® mahasiswa jurusan hukum publik
Islam program studi hukum tata negara UIN Sunan Ampel
Surabaya tahun 2019. dengan judul ‘Persyaratan Ambang
Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

(Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang"™Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari F7

iyasah dan Coaﬂ/ tﬂs penelitian /ni
penelitian hukum ijlt idis" normatif. Peneli

i membahas bagaimana persyaratan ambang ba

lonan.presiden dan wakilspreside am undang-

undang un»2017¢ ditinj erspektif Figh
Siyasah dan coa ffect."Ala enelitian ini dijadikan

bahan rujukan adalah karena terdapat titik persamaan yakni

sama-sama mengkaji sistem persyaratan ambang batas
pencalonan presiden dan wakil presiden yang terdapat pada
pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilu. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti
jelas terlihat dari beberapa aspek yang diteliti, sebelumnya
hanya meneliti aturan presidential threshold dalam prespektif

18 Ridwan, “Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden Dan
Wakil Presiden (Presidential Thresholdz0 Dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Figh Siyasah Dan
Coattail Effect” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).



15

hukum Islam sedangkan peneliti meneliti problematika
presidential threshold dari judicial review yang dilakukan
Mahkamah Konstitusi yang mana hasil putusannya ditolak.
Sehingga atas persamaan dan perbedaan tersebut, penelitian
dapat berjalan dan dilakukan dengan menjadikan kesamaan
sebagai rujukan kepenulisan dan perbedaan merupakan
penunjukan atas sisi orisinalitas penelitian.
5. Jurnal ilmiah yang diteliti oleh Rizky Pratama asal Institut
Agama Islam Negeri Pontianak, Program Studi Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syariah. dengan judul “Abadinya
Persoalan Presidential Threshold di Meja Mahkamah
Konstitusi” pada Tahun 2023."° Yang membedakan penelitian
ini dengan peneliti terletak pada subtansi penelitian.
Walaupun frasa judul mempunyai makna yang sama, isi
penelitian mempunyai - perbedaan. Konsentrasi pada
permasalahan “pokok penelitian _ini° adalah pengaruh
presidential threshold di masa depan, sedangkanpenelitian
peneliti mengkaji problematika presidential threshold dalam
beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian jurna t eh M. Fajar.Sidiq
Munajad dan la dengan judul
jew terkait Presidential Threshold _di

Konstitusi -dalamnOptik HaksASasi»Manusia”® pada tahun
2022. ada pe alah sama-sama
membahas pengtjian  undang-undang terkait presidential

9920

threshold di mahkamah konstitusi. Perbedaannya terletak
pada peluasan pembahasan objek kajian peneliti yang berupa
4 putusan mahkamah konstitusi dalam perspekti Figh
Siyasah, sedangkan pada penelitian ini membahas 14 putusan

% Rizky Pratama and Arif Wibowo, “Abadinya Persoalan Presidential
Threshold Di Meja Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Penelitian Multidisiplin 2,
no. 1 (2023): 22-26, https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.87.

0 Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Munajad Munajad, and Bahru Rosyid
Bazla, “Judicial Review Terkait Presidential Threshold Di Mahkamah
Konstitusi Dalam Optik Hak Asasi Manusia,” Verfassung: Jurnal Hukum
Tata Negara 1, no. 2 (2022): 181-204,
https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.188.
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yang telah diuji mahkamah konstitusi yang tidak dapat
diterima maupun ditolak dalam perspektif hak asasi manusia.
7. Penelitian terakhir berupa jurnal yang teliti oleh M. Zikri
Neva Nugraha Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas jambi
dengan judul “Konflik Norma dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi mengenai ketentuan Presidential Threshold di
»2l pada tahun 2023. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian peneliti terletak sama-sama mengkaji
putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan ambang
batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Sedangkan

Indonesia

perbedaanya di bagian isi penelitian. Penelitian terdahulu
hanya membahas persoalan pertimbangan hakim terhadap PT
yang hanya ada di putusan 54/PUU-XVI/2018 yang
merupakan putusan yang membahas terkait norma Pancasila
yang dihubungkan dengan ketentuan presidential threshold.
sedangkan peneliti mengkaji 4 putusan Mahkamah Konstitusi
yang amar putusannya ditolak.

. Metode Penelitian

research), yaitu serangkaian clitian yang
data pustaka,

berke an metode pe
atau peneliti g objek itiannya digali melalui

beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi,
jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).22
Penekanan penelitian  kepustakaan adalah  ingin
menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip,
pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk
menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

2l M. Zikri Neva Nugraha, “Konflik Norma Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Mengenai Ketentuan Presidential Threshold Di Indonesia ,”
UNJA Journal of Legal Studies 1, no. 1 (2023): 67-92.

%2 Nana Syaodih, “Metode Penelitian Pendidikan,” Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2009, 52.
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b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan
dengan kaidah menelaah bahan yang bersumber dari
studi kepustakaan juga peraturan perundang-undangan.
Penelitian yuridis empiris terdiri atas penelitian terhadap
asas-asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan
hukum.?
2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Undang-Undang (Statute approach)
Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang
mana pengkajian sistematika hukum dapat dikaji melalui
bentuk perundang-undangan tertentu maupun hukum yang
tertulis. Karena dalam hal ini juga bahan utama yang
dijadikan penelitian adalah UU No. 7. Tahun 2017 serta
beberapa putusan. MK.Pendekatan ini. bertujuan untuk
mengidentifikasi definisi pokok antara hak dengan
kewajiban, kejadian hukum dan objek hukumnya.
Penelitian ini_ penting _dikarenakan setiap i
pokoknya mhi Iaﬁndasar untuk kelangs
hukum. **
endekatan konseptual (conceptualappro

Pendékatan, konseptual#¥aifir-jenis pendekatan yang
mﬁndangan ﬁecahan masalah
dalam penelittan hukum dilihat dari perspektif konsep-

konsep tersebut terkait dengan standarisasi suatu aturan
dalam kaitannya dengan konsep-konsep tersebut.”’

Pendekatan konsep digunakan dengan tujuan untuk
menggali konsep-konsep mengenai penolakan judicial
review di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 222

2% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),
22.

*4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 25-56.

% Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif
Dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2016), 123.
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undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan
umum di tinjau dari konsep Figh Siyasah.
3. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum
yang mengikat. Dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum
primer yang digunakan adalah peraturan perundangan-
undangan, catatan resmi dan putusan hakim yang
berkaitan dengan masalah pokok yang digunakan, yaitu
Al-Quran, Al-Hadist, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/, 53/PUU-
XV/2017, 54/PUU-XV1/2018, 73/PUU-XV/2022.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum:sekunder.berupa buku dan pendapat
para pakar di berbagai literatur yang berhubungan
langsung dengan materi penelitian:
Bahan Hukum Tersier
Merupakanﬁ nmt memberikan p
mengenai bah. |I i dan sekunder. B

hukum-tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia

we yang.dapat dipertanggung-jawab

dan laj _ '
4. Teknik Pengumpu|’1ta_ '

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
melakukan penyesuaian dengan pendekatan penelitian yang
digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan

ar1 internet,

konseptual. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan
teknik penelitian kepustakaan (library research), yakni
pengkajian informasi yang dilakukan mengenai fokus
permasalahan yang berasal dari berbagai sumber tertulis yang
dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian.
5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian
kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu
mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan
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permasalahan yang diteliti kemudian deskripsikan sehingga
menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan
keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh
permasalahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah
dalam proses penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:
1. BABI: Pendahuluan.

Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul,
latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian
dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai
kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada
bab selanjutnya.

24, BAB II : Landasan teori:
Bab ini berisikan uraian mengenai pengertian F£igh

Siyasah, ruang lingkup Figh Siyasah, keduduk
siyasah, . prinsi sln Siyasah, teori
Dusturiyah be n ,“teori judicial revi

njutnya.mengenai pemilihan umumns?
3. BAB III : Deskripsi. Objek Penelitian

Amdiri ddri ps yaitu mengenai
gambaran umu ahkamah Konstitusi dan data penelitian

dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari
4 putusan yaitu putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, 49/PUU-
XVI1/2018, 54/PUU-XVI/2018, dan 73/PUU-XV/2022.
4. BAB IV : Analisis
Bab ini berisikan mengenai analisis penolakan

judicial review pada pasal 222 undang-undang nomor 7
tahun 2017 tentang pemilihan umum oleh Mahkamah
Konstitusi yang dilihat dari beberapa putusan dan analisis
hukum Islam yaitu tinjauan Figh Siyasah terhadap
penolakan judicial review pasal 222 undang-undang nomor 7
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tahun 2017 tentang pemilihan umum oleh Mahkamah
Konstitusi.
5. BAB V : Penutup
Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

_\ {’5
x%%;m\




BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Beradasarkan pembahasan bab sebelumnya mengenai hal
yang berkaitan dalam penelitian ini dan menganalisis data yang
diperoleh. Maka pada bab ini akan diberikan suatu kesimpulan
berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada bab
sebelumnya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum oleh Hakim MK yang ditolak terhadap
Jjudicial review pada Pasal 222 UU tentang pemilu dari empat
(4) putusan yaitu putusan perkara nomor 53/PUU-XV/2017,
49/PUU-XVI1/2018, 54/PUU-XVI/2018 dan putusan MK
nomor 4 73/PUU-XX/2022. Dalam pertimbangannya MK
menyatakan konstitusional dan tetap berlaku pada putusan
yang| berkaitan dengan presidential threshold. Bahwa pasal
yang | diuji dianggap bertentangan ' dengan konstitusi

khususnya pasal pA UUD 1945 dengan argumen
pemohon tidak £bi !\ pendirian MK
putusannya. D alasan,” bukan ranahd MK, p

m presidensil, penyederhanaan partai se
Pasal 222 tentang Pemilu bukanlah diskriminasi partai kecil.
2. Islam asa mendapatkan

enyataka:
mandat untuk mengatur jalannya pemerintahan karena dipilih

oleh dan untuk rakyat. Pandangan figh siyasah tidak mengatur

ketentuan ambang batas suara pemilihan seorang imam.
Syarat mutlak untuk menjadi imam dalam islam adalah
memahami Al-Qur’an dan Hadis, selebih itu tidak ada batasan
untuk menjadi seorang pemimpin. Mahkamah Konstitusi
dalam penolakan judicial review melalui putusannya
menetapkan presidential threshold tidak bertentangan dengan
UUD 1945 karena kompromi politik merupakan hal yang
tidak bisa dihindari sebagai dinamika yang terjadi dalam
proses menjalankan demokrasi. Namun demikian, para
pembentuk undang-undang maupun fatwa keagamaan harus

105
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konsisten berpijak pada upaya menciptakan kemaslahatan
umum, alih-alih terjebak pada kepentingan pragmatis sesaat.

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang (DPR), kebijkan presidential
threshold pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
seharusnya perlu dibahas dan direvisi. Persentase presidential
threshold harus dihapuskan untuk membuka peluang
terciptanya lebih banyak pilihan calon terbaik dalam
kontestasi pemilu presiden. Terlebih lagi aturan ini sudah
usang dan tidak relevan untuk pemilu serentak.

2. Bahwa dengan banyaknya judicial Review terhadap ketentuan
presidential threshold kepada MK, maka harapannya MK bisa
memberi putusan yang bijaksana, sehingga putusan tersebut
bisa menjadi salah_satu dasar bagi DPR kedepannya untuk
merumuskan. kembali presidensial threshold yang ada dalam
UU_ Pemilu. Dan tidak “menjadi smustahil preszdentzal
threshold akan dikabulkan seperti parlementary threshold

g merupakan ambiEg batas par'e en.
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